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tas pembangkit PGE bakal menca-
pai 1.057 MW.

“Agar dapat maksimal men-
dukung proyek listrik 35 ribu MW,
PGE akan terus mempercepat
penyelesaian proyek, untuk dapat
berkontribusi bagi kelistrikan na-
sional,” kata Irfan.

Dalam pengembangan energi
panas bumi, jelas Irfan, hingga
kini PGE telah memberikan kon-
tribusi sebesar 35% dari total kapa-
sitas PL.TP nasional sebesar 1.535
MW. Sebagaimana roadmap yang
dicanangkan Pemerintah dimana
Japasitas panas bumi ditargetkan

. mencapai 7.200 MW pada 2025, Per-

tamina akan berkontribusi sebesar
2,300 MW atau sebesar 32%. Semen-
tara potensi panas bumi Indonesia
sendiri mencapai 29 ribu MW.
Pertamina Geothermal saat ini
memegang pengelolaan 25 blok
panas bumi. Namun untuk saat ini,
perusahaan fokus menggarap 11

fahun ini kami merencanakan investasi sebesar
398,9 juta. Sementara sampai 2021 kami sudah
Jn roadmap kapasitas dan investasi, rencananya
Jestasi akan mencapai US$ 4,7 miliar di 2021.”

M Irfan Zainuddin,

Direktur Utama PGE

iap tahunnya. Pada 2018,
lina Geothermal menar-
PLTP Lumut Balai Unit-1
: 55 MW mulai beroperasi.
tnya terdapat dua proyek
kan beroperasi pada 2019,
' TP Lumut Balai Unit-2
asitas 55 MW dan PLTP
s Unit-1 sebesar 55 MW.
udian PLTP Sungai Penuh
[ ditargetkan beroperasi
120 dan PLTP Hululais Unit- .
2021. Sementara PLTP Lu-
lai Unit 3 dan 4 ditargetkan
jperasi berturut-turut pada
lan 2023. Setelah semua
ini rampung, maka kapasi-

WKP, yakni Kotamobagu, Gunung
Lawu, Seulawah Agam, Sungai
Penuh, Hululais, Lumut Balai dan
Marga Bayur, Karaha Cakrabuana,
Gunung Sibayak dan Gunung
Sinabung, Ulubelu, Lahendong,
serta Kamojang-Darajat. PGE
masih ingin menambah WKP yang
dimilikinya di masa mendatang.
“Kami akan mengikuti lelang
yang digelar pemerintah, men-
gakuisisi proyek lain jika ada, atau
meminta penugasan WKP dari
pemerintah,” kata Irfan. Hal ini
diperlukan lantaran target 2.300
MW pada 2025 tidak dapat dicapai
jika hanya mengandalkan WKP

eksisting saja.

Tahun inipun, PGE juga masih
agresif melakukan eksplorasi. PGE
akan melakukan eksplorasi di tiga
blok panas bumi sekaligus, yakni
WKP Seulawah 2x55 MW di Aceh,
Bukit Daun 1x30 MW di Bengkulu,
dan Gunung Lawu 2x55 MW di
Jawa Tengah. Di Seulawah, jelas
Irfan, pihaknya akan melakukan
survei awal. Sementara di Gunung
Lawu, pihaknya baru akan melaku-
kan sosialisasi lantaran masih ada
penolakan dari masyarakat sekitar.

Namun untuk di Bukit Daun,
PGE telah merampungkan pem-
boran satu sumur dan memperoleh
perkiraan potensi sebesar 130 MW.
Prediksi ini masih harus dibukti-
kan lebih lanjut dengan pemboran
sumur lagi. “Saat ini kami sedang
mengebor sumur kedua. Juli nanti
kami mengebor sumur ketiga,”
ujar Irfan.

Laba Naik S

- Dari sisi keuangan, [rfan menu-
turkan, ditargetkan terus menin-
gkat kinerjanya. Pada 2016, PGE
mencatatkan pendapatan sebesar
USS 211,24 juta dan laba US$ 70,01
juta. Keduanya ditargetkan naik
pada tahun ini.

“Pendapatan ditargetkan men-
jadi USS 293,85 juta dan laba USS
86,36 juta,” kata dia. Target penda-
patan dan laba ini masing-masing
naik 39,1% dan 23,3% dibanding
realisasi tahun lalu. Hal ini sejalan
dengan peningkatan produksi
listrik yang ditargetkan menjadi
4.026,17 gigawatt hour (GWh) dari
tahun lalu 3.042,83 GWh.

Sementara itu, belanja modal
tahun ini sebesar USS 398,9 juta,
justru 25% lebih rendah dari real-
isasi tahun lalu USS 535,05 juta. Na-
mun anggaran biaya operasi tetap
direncanakan meningkat sebesar
63,4% dari USS 52,83 juta pada 2016
menjadi USS 86,36 pada 2017. Hal ini
sejalan dengan semakin banyaknya
proyek panas bumi PGE yang sudah
masuk tahap operasi.
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ari 2017, _standing position_
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ta belah pihak sepakat mem-
srundingan dalam dua tahap,
jerundingan jangka pendek
srundingan jangka panjang.
1 waktu perundingan adalah
bulan, terhitung sejak Feb-
2017. Fokus perundingan
| pendek adalah perubahan
anjadi TUPK.

ubahan KK menjadi IUPK
\di prioritas karena akan
di dasar bagi perundingan
berikutnya. Di samping itu,
memungkinkan operasi FI
lika, Papua, kembali normal.
ilah empat pekan berunding,
akat menerima [UPK. Meski

demikian FImeminta perpanjangan
waktu perundingan dari enam bu-
lan sejak Februari menjadi delapan
bulan sejak Februari. K-ESDM
menyepakati permintaan tersebut,
sehingga waktu tersisa terhitung
sejak April ini adalah enam bulan.

Enam bulan adalah waktu ter-
sisa untuk perundingan jangka
panjang, meliputi pokok bahasan
stabilitas investasi yang dituntut
FI sebagai syarat menerima IUPK,
kelangsungan operasi FI, dan div-
estasi saham 51%.

Sesuai PP 1/2017, pemegang
TUPK bisa ‘mengajukan rekomen-
dasi ekspor konsentrat untuk enam
bulan, dengan syarat menyam-
paikan komitmen pembangunan
smelter dalam lima tahun, mem-
bayar bea keluar yang ditetapkan
Menteri Keuangan, dan divestasi
saham hingga 51%. Poin tentang
divestasi akan masuk dalam pem-
bahasan jangka panjang.

- Progres pembangunan smelter
akan diverifikasi oleh verifikator
independen setelah enam bulan.
Jika hasil verifikasi menunjukkan
progres pembangunan smelter
tidak sesuai dengan rencana yang
telah disetujui K-ESDM, maka
rekomendasi ekspor akan dicabut.

Ketentuan tersebut berlaku
untuk semua pemegang IUPK,
tanpa kecuali. Prosedur ini telah
ditempuh pemegang KK lainnya
yang telah beralih ke IUPK, yaitu
PT Amman Mineral Nusa Tenggara
(d/h Newmont).

Dengan demikian jelas bahwa
landasan operasi FI dalam enam
bulan ke depan adalah TUPK.

Perundingan tahap kedua akan
dimulai pekan kedua April, dengan
landasan yang kokoh, yaitu IUPK.
Perundingan melibatkan instansi/
lembaga terkait, di antaranya
Kemenkeu, BKPM, Kemendag-
ri, Pemrov Papua -termasuk di
dalamnya Pemkab Timika dan
wakil masyarakat adat di Timika.

Apabila setelah enam bulan ke
depan tidak tercapai kesepakatan
terkait poin-poin perundingan jang-
ka panjang di atas, FI bisa kembali
ke KK dengan konsekwensi *tidak
bisa melaleukan ekspor konsentrat.

“Dengan demikian cukup jelas
dan gamblang bahwa Pemerintah
dalam hal ini Kementerian ESDM
konsisten pada komitmen mewu-
judkan hilirisasi mineral, serta
memperkuat kedaulatan nasional
melalui kepemilikan 51% saham,”

JAPFA

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan’) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini
memberitahukan bahwa telah diselenggarakan RUPS Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Haritanggal  : Rabu, 5 April 2017
Waktu - : Pukul 11.11 s/d 12.08 WIB
Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room

JI. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: /
Komisaris Utama : ‘Bpk. H. Syamsir Siregar v
Wakil Komisaris Utama : Bpk. Hendrick Kolonas
Komisaris : Bpk. Jaka Prasetya
Komisaris Independen : |bu Retno Astuti Wibisono
Komisaris Independen : Bpk. Ignatius Herry Wibowo
- Wakil Direktur Utama . Bpk. Bambang Budi Hendarto
- Direktur . Bpk. Tan Yong Nang

e e

Direktur : Bpk. Koesbyanto Setyadharma

Direktur Independen : Bpk. Rachmat Indrajaya
Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00
Waktu Indonesia Bagian Barat. Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 8.398.115.052
saham atau mewakili 73,70% dari 11.395.243.470 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Rapat dimulai dengan mata acara yaitu:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 20186;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna
memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2017, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut;
4, Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6, Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ‘melakukan peningkatan modal
glu?‘mratkanldiﬁetor Perseroan, dalam rangka pengeluaran saham tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
ahulu. :
7. I.z_aporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Il Japfa Tahap | Tahun
016.

Untuk acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. .
Bahwa mekanisme pengambilan keputusan' dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun
apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara
pemungutan suara.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Thk tertanggal 5 April 2017 nomor 14, yang minuta
aktanya dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH, MSi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: |

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak1,234.100 suara memberikan suara Abstain: *

dan tidak ada suara yang Tidak Setuju, Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
“Menyetujul dan mensahkan Laporan Tahunan tahun buku 2016, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan dengan
demikian memberikan pembebasan dan pelunasan, atas tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge),
kepada Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan, dan kepada Direksi Perseroan, atas tindakan
pengurusan dan pelaksanaan kewenangan, terhadap jalannya Perseroan, yang telah dilakukan dalam tahun buku
2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan bukan
merupakan tindak pidana’;

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tidak ada suara Abstain, terdapat 2.014.200 suara yang
Tidak Setuju, sehingga suara setuju 8.396.100.852 suara atau merupakan 99,98% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2016, sebesar Rp. 2.065.000.000.000,- sebagai
berikut:
— sebesar Rp. 41.300.000.000- disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
— sebesar Rp. 50,- per saham, dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagai dividen tunai;
— sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
b, Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan,
sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 4.266.300 suara memberikan suara Abstain,

sebanyak 40.194.000 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju 8.357.921.052 suara atau merupakan 99,52% atau

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat

adalah sebagai sebagai berikut: : =
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2017, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut.

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tidak ada suara Abstain, sebanyak 55.540.163 suara

Tidak Setuju, sehingga suara setuju 8.342.574.889 suara atau merupakan 99,34% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat adalah sebagai beritcut:
Mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat dan mengangkat
Bpk. H. Achmad Syaifudin Haq selaku Kemisaris Independen, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2018, dengan susunan sebagai perikut:

- Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar

- Wakil Komisaris Utama : Bpk. Hendrick Kolonas

- Komisaris : Bpk. Jaka Prasetya

- Komisaris Independen : Ibu Retno Astuti Wibisono

- Komisaris Independen : Bpk. Ignatius Herry Wibowo

- Komisaris Independen : Bpk. H. Achmad Syaifudin Haq

- Direktur Utama : Bpk. Handojo Santosa

- ' Wakil Direktur Utama : Bpk. Bambang Budi Hendarto

- Direktur : Bpk. Tan Yong Nang 3

- Direktur : Bpk. Koesbyanto Setyadharma

- Direktur Independen : Bpk. Rachmat Indrajaya
Dalam Mata Acara Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 3.032.200 suara memberikan suara Abstain, .
sebanyak 5.485.100 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju 8.392.620.952 suara atau merupakan 09,93% atau lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut;
“Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi
berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sedangkan untuk gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris, ditetapkan dan diatur pembagiannya oleh Komisaris Utama’.

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tidak ada suara Abstain, sebanyak 5.221.100 suara
Tidak Setuju, sehingga suara setuju 8:392.893.952 suara atau merupakan 99,94% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
“Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan persetujuan yang telah diberikan oleh Para Pemegang
Saham pada tanggal 18 Juli 2016 untuk menerbitkan sisa saham sebanyak 316.052.291 saham seri A tersebut
kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku’.

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN L:)lVIDEN

kara Hadi. (es)

- Pengumuman di Lantai Bursa 7 April 2017
- Cum Dividen pada: - Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 April 2017
- Pasar Tunai : 18 April 2017

- ExDividen pada : - Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 April 2017
¢ ) - Pasar Tunai - 19 April 2017*

- Tanggal Pencatatan (Recording Date) 18 April 2017
- Tanggal Pembayaran : 5 Mei 2017

*Jika tanggal 19 April 2017 ditetapkan sebagai Hari Libur Bursa, maka Ex Dividen pada Pasar Tunai jatuh pada

tanggal 20 April 2017 3

Tata Cara Pembayaran Dividen :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.

2. Dividen setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, akan dibayarkan
kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April
2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*KSEI%),
maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI; s

4. Bagi Pemegang Saham bentuk warkat, maka Dividen akan dibayarkan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan: PT
ADIMITRA JASA KORPORA, dengan alamat Kirana Boutigue Office, JI. Kirana Avenue lll Blok F3'No. 5, Kelapa
Gading — Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 (“BAE"), untuk memberitahukan melalui
surat dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan
disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut harus diterima oleh BAE paling
lambat tanggal 18 April 2017 pukul 1600 WIB.

5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Waijib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor
Pokok Waijib Pajak (‘NPWP”), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal
18 April 2017 pukul 16.00 WIB. ¢

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan meminta permohonan
pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan
Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dinegaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh
Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia,
sebagai berikut : .

a. Bagi pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisit
dikirimkan kepada BAE;

b. Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan melalui
pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;

¢. Asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, harus diterima paling lambat tanggal 18 ‘April 2017 pukul
16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD atau
fotokopi yang telah dilegalisir belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan di kenakan pemotongan pajak
sebesar 20%. -

Jakarta, 7 April 2017
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
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